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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
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TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAI\IN PEI\"YERAHAN DAN I-APORAI{ PENGGUNAAI\I
BAIYTUAI\I KEUANGAI\ KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor z9 Tahun 2oo5 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, maka dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi di
daerah perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik.

Undang-Undang Nomor r4 Tahun tg5o tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 19So Nomor 43);
tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daeiah (Lembaran Negara 'l'ahun 2oo3 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43t9);

Mengingat : t.
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r-;

10.

tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun zoo4 Nomor rz6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4$8);
P
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Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2oo7
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2oo7 Nomor oz Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMI.ITUSKAI\:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN,
PENYERAHAN DAN I.,APORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal r

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan
eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur.

S. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa
Kabupaten Cianjur.

6. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat KPUD
adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur.

7. Partai Politik adalah partai politik tingkat kabupaten peserta
Pemilihan Umum.

B. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) adalah pengurus
partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan dan disahkan
dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang
bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan organisasi
partai politik tersebut.

g. Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan berbentuk uang
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan
Umum tahun 2oo4.

ro. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat
' Daerah Kabupaten Cianjur.
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11. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Partai Politik adalah tim yang
melakukan penelitian persyaratan administrasi bagi partai politik
yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.

12. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Cianjur.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal z

(r) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau
sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan
keuangan kepada partai politik.

(z) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diberikan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga
perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2oo4.

(3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (z) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(r) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada Pasal z diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah
perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan
Umum tahun 2oo4.

(z) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) disesuaikan dengan keniampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
besaran tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(r) Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan
secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang
bersangkutan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan
cap stempel partai politik dengan melampirkan :

a. Surat Keputusan Susunan Pengurus asli dari Dewan Pimpinan
Partai Politik yang berwenang;

b. Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang' 
berwenang;
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c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
yang bersangkutan;

d. Surat Keterangan Domisili atau Sekretariat Partai Politik yang
bersangkutan;

e. Surat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang
berlaku, apabila pengurus partai politik yang bersangkutan
memberikan keterangan yang tidak benar;

f. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
dibuat dalam rangkap z (dua).

(z) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa.

BAB V

PENELITIAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(r) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan,
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai
politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik.

(z) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(r) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sedangkan
anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.

(g) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (z) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (r) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (r) tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan
Bendahara DPC/DPD Partai Politik.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus
dilengkapi dengan persyaratan administrasi :

a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening
bank atas nama DPC/DPD Partai Politik;
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